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4.1 Kesimpuian
Melihat dart selurub wraian pada bab-bab sebelumnya dalam  skripsi int

maka penyusun menyimmpuikan:

Pengaturan korporasi sebagai subvek hukum pidana korupsi dapat
dilihat pada Passl 1 ke la Peraturan Penguasa Militer No
PRT/PM/OK/ 1957, Pasal 4 Peraturan Penguasa Perang Pusat No.
PRI/PEPERPU/L3/1958 babwa pelaku tindak pidana korupst tidak
hanva terdist darl orang tetapi juge badan, dan vane dimaksudkan
adalah badan hukum (frechipessoon’) sebagat subvek hukum mdana.
Tetaps pengaturan secara tegasnya bary ada dalam ketentuan Pasal i

angka 1 juncto Pasal T angks 3 Undang-undang Noo 31 Tahun 1999

funcio Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupss bahwa vang dimaksud setap orang sebagar
pelaku  Kovups:  dalam undanp-undong  tersebut  adalah orang
persesrangan atau termasuk korporast hark bagan hukum mzeupun non
badan hukum} Untuk dapat dikatakan sebagas subvek hukum pidana
xorupsr dan dapat dipertanggungiavweblkan perbustannya korporast
harus menilihi unsur kesalahan vane hescogaaan dan atwu keaipaan,

Terhadap korporast vang wish molakulan tndex pduna korupst
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cikenai sanksy pidana schagaimana pelaku korupst lain yang dianw
dalam Undang-undang Mo, 31 Tshun 1999 sebagaimana divoah
dengan Undang-undang No. 20 Tahun 260] tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi, penpaturan mengenai sankst pidananya dapat
kita lihat pada Pasal Z {dug) sanps! dengan 17 {tujuh belas) undang-
undang tersebut, Sankst prdana bagi korporast pelaku korupsi pada
dasamya sama dengan sankst terhadap pelaku keorupsi perorangan.
Namun meagmgat sifat korporass sebagar badan yang tidak munghn
dijatuly pidana kurungan maupun pemjara ataupun pidana maty,
ketentuan pidana pokok vang dapet dyatubkan hanvalzh sanksi pidana
dends, Pwlana denda  dalem  perudanaan korporasi mempunval
Kedudukan vang amat penting, karena merupakan satu-satunya pidana
pokok vang dapat duatshkan terhadap korporast. Selam mdana pokok
perupa denda tersebut terbadap korporast pelaku korupsi dapat pula
dikenas pidana tambahao schagaimana diator dalam Pasal 18 ayat (1)
Undang-undang Noo 31 Tahun 1999 scbagsimana diubah denpan
Undang-undang No 20 Tahun 2000 wentang Pemberamasen Tindak

Pidana Korupst,
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4.2  Saran
Dari wratan pada skeipsi fm penyusan memberikan saran yang mungkin
dapat dijadikan pertimbangan dalam penegakan hukum tochadap korporasi pelaku
worups:, ahtara fain
1. Kurang tegasnya pengaturan Korporas: sebagar subyek hukumlah yang
sebenarnyva menimbulkan kesulitan dalam meninta
pertanggunglawaban  korporasi dalam hal telah melakukan suats
tindak mdana, khususnva tindak pidanz korups: Dengan melihat
bahwa dalam dint korporasi werdapat individo-individy, maka juga
sudah seharusava dibuat pengaturan hukum pidana yang membedakan
undak pidana vang bagaimana vang dikatakan schagal perbuatan vang

ditakukan olch korporass atan individu vang fordapat v dalamnva

serta pihak mana yang akan diminiakan pertanggunggawaban atas

tindak pidana vang tegad tersebut.

fud

Adanya aturan vang jclas mengenal keberadaan kerporasi schagas
subyek  hukum o pidena koropst o vang  dapat dinintakan

pertangpungjawabannya dalam hal melakukan suatu Korupsi

dtharapkan tidak ade kesulman dulamt upava prevennf dan represif

dalam  tenadinvg korupst oleh  suare korporssi MHal o rema
L J kAol

dikembaikan  pada Ketegasan aparal pencpak hokan dalam

memberantas tndak pidam korupst erctama vang dilakadan oleh

horporast, kerena Junggn saat sy belum gda patusan sang niceatuhlon

P T T e . L VR TN R, T I g e N PYPSUPI PN "y vieageain by T T P
PGt [T 4 ';\Uli"r*}n.:is‘. FRMAR Y LO&LL}‘FM‘ §"ﬁ.§;¢:i'§1 AR dii&t;;z%f«iﬂ Lo sl

o e

SKRIPSI






